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APARAT hukum di-
minta menyeriusi se-
luruh temuan BPK
atas pengelohan keua-
ngan dacrah. Demi-
kian dikemukakan
anggota DPRD Pro-
vinsi (Deprov) Sul-
teng, Huisman Brant
Toripalu.

“Laporan hasil pe-
meriksaan BPK beser-
ta rekomendasinya
merupakan bukti per-
HaAD B e Renoil Huisman Brant Toripalu
sian maupun kejaksa- fingge Komis{1261F
an untuk melakukan
pengusutan. Apalagi jika terindikasi pidana, BPK juga
memberikan biporan hasil pemeriksaan ke kejaksaan
dan kepolisian. Selama ini LHP BPK belum menjadi alat
bukti hukum yang diprioritaskan, penyidik. Padahal
LHP BPK merupakan dokumen resmi yang menjadi
acuan audit keuangan Negara,” tandas Brant,

Selain mendesak aparat hukum melakukan
penelusuran, Brant juga menyatakan Deprov harus
secepatnya menyikapi sesuai batas walktu tindaklanjut
temuan BPK oleh Deprov dalam waktu 60 hari kerja,
“Aturannya jels, baik itu UU No. 15 Tahun 2004 tentang
pemeriksaan pengelolan dan tanggungjawab
keuangan negara, Permendagri No. 13 tahun 2010
tentang pedoman pelaksanaan fungsi pengawasan
DPRD terhadap tindaklanjut temuan BPK ataupun
Peraturan BPK No. 2 tahun 2010, Deprov dan
Gubernur harus menindaklanjuti rekomendasi BPK,”
ujar Rusli, kemarin

“Dewan harus tegds dalam memberikan catatan
kritis atau rekomendasi atas tindakknjut tenuan BPK,
karena apapun penilaian BPK juga menjadi
tanggungjawan Dewan, utamanya dalahal fungsi
pengawasan,” katanya. v :




          






